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Tamimah, Jeance. 2026. Penerapan Asas Keadilan Dalam Tolok Ukur
Keberhasilan Masa Percobaan Kerja. Program Magister Ilmu Hukum, Program
Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. H.
Saprudin, S.H., LL.M. 100 Halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini berangkat dari persoalan bahwa masa percobaan kerja (probationary
period) dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) menempatkan pekerja
pada posisi paling rentan dalam relasi hubungan kerja. Pasal 60 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja hanya mengatur dua aspek normatif secara
minimal, yakni batas durasi maksimal tiga bulan dan larangan pengupahan di bawah
upah minimum, tanpa memberikan parameter objektif mengenai kriteria keberhasilan
masa percobaan. Kekosongan pengaturan ini berpotensi membuka ruang penilaian
sepihak oleh pengusaha yang dapat merugikan pekerja tesis ini mencakup dua rumusan
masalah yaitu Bagaimana penerapan asas keadilan dalam pengaturan tolok ukur
keberhasilan masa percobaan kerja berdasarkan Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2023 dan
Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terhadap potensi penyalahgunaan
kewenangan pengusaha dalam menentukan keberhasilan masa percobaan kerja
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan sifat
preskriptif, melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan
mencakup bahan hukum primer (UUD 1945, KUHPerdata, UU Ketenagakerjaan, UU
Cipta Kerja, PP No. 35/2021, putusan MA), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal),
serta bahan hukum tersier. Analisis dibangun di atas dua landasan teori utama yaitu
Teori Keadilan, khususnya konsep keadilan distributif dan korektif dari Aristoteles,
serta pandangan Hans Kelsen tentang keadilan sebagai tatanan sosial. Teori Kepastian
Hukum, yang menyoroti pentingnya norma yang jelas dan dapat diprediksi bagi para
pihak dalam hubungan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2023 mengandung kekaburan norma karena tidak
mengatur Kriteria objektif, kewajiban komunikasi standar, mekanisme evaluasi
berkala, maupun prosedur keberatan bagi pekerja yang dinyatakan gagal dalam
masa percobaan. Ditinjau dari keadilan distributif Aristoteles, ketentuan ini
belum mencerminkan pembagian hak dan kewajiban yang proporsional, karena
pengusaha diberi kewenangan penuh tanpa kewajiban transparansi;

2. Perlindungan hukum bagi pekerja baik preventif maupun represif belum
berjalan efektif. Secara preventif, tidak ada kewajiban normatif menetapkan
indikator kinerja tertulis. Secara represif, mekanisme Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial dinilai kurang responsif terhadap karakteristik khusus



sengketa pada masa percobaan. Temuan ini didukung studi kasus praktik
lapangan (misalnya PKB PT. Shin Hwa Biz dan kasus PT. Nugraha Sumber
Berlian) yang menunjukkan pelanggaran nyata bahkan pada norma yang sudah
jelas sekalipun (ketentuan upah minimum).

Dari kesimpulan tersebut terdapat dua saran dari penulis :

1. Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, disarankan untuk
menyusun peraturan pelaksana baru atau merevisi Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2021 guna mengisi kekaburan norma pada Pasal 60 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023, Perusahaan juga harus lebih transaparan lagi dalam
menentukan keberhasilan masa percobaan kerja, dan mengikuti peraturan yang
berlaku agar bisa memberikan keadilan kepada para pekerja nantinya, sehingga
tidak diserahkan sepenuhnya pada penilaian sepihak pengusaha.

2. Hubungan kerja memang selalu tidak adil karedan ada sub kordinasinya yaitu
di perintah dan memerintah namun pada masa percobaan kerja alangkah lebih
baiknya perusahaan lebih  mempertimbangkan lagi keadilan terhadap
pekerjanya. Masa percobaan memang tidak diatur secara tertulis pada peraturan
perusahaan tapi alangkah lebih baiknya perusahaan lebih transparasi lagi dalam
menentukan keberhasilan masa percobaan kerja.
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Tamimah, Jeance. 2026. Application of the Principle of Justice in Measuring the
Success of the Work Trial Period. Master of Law Program, Postgraduate Program,
Lambung Mangkurat University. Main Advisor: Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M. 100
Pages.

ABSTRACT

Keywords: principle of justice, probationary period, legal protection, labor law,
Article 60 Law Number 6 of 2023

This research examines the application of the principle of justice in regulating the
benchmark for successful completion of the probationary work period under
Indonesian labor law. The probationary period represents one of the most vulnerable
phases in an employment relationship, as it is regulated under Article 60 of Law
Number 6 of 2023 concerning Job Creation only in minimal normative terms, namely
a maximum duration of three months and a prohibition on paying wages below the
minimum wage, without providing any objective parameters for assessing whether a
worker has successfully completed the probationary period. This research addresses
two problems: first, how the principle of justice is applied in regulating the benchmark
for successful completion of the probationary period under Article 60 of Law Number
6 of 2023 and second, how legal protection is afforded to workers against the potential
abuse of authority by employers in determining the success of the probationary period.
This research employs normative legal research with a prescriptive character, using
the statute approach and the conceptual approach, drawing on primary, secondary,
and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The theoretical framework applies
Aristotle's theory of distributive and corrective justice as well as the theory of legal
certainty. The findings indicate that Article 60 contains a normative vagueness, as it
fails to regulate objective assessment criteria, the obligation to communicate
performance standards, periodic evaluation mechanisms, or an objection procedure
for workers, thereby opening the door to unilateral and subjective assessment by
employers. Furthermore, both preventive and repressive legal protection for workers
remain ineffective, as there is no normative obligation for employers to establish
written performance indicators, while the industrial relations dispute settlement
mechanism is not sufficiently responsive to the specific characteristics of disputes
arising during the probationary period. This research recommends that the
Government revise Government Regulation Number 35 of 2021 or issue new
implementing regulations requiring employers to establish measurable, written, and
transparent performance indicators from the outset of the employment agreement,
along with strengthened preventive protection mechanisms and an accessible
administrative objection mechanism for workers.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Asas keadilan, masa percobaan kerja, perlindungan hukum, hukum
ketenagakerjaan, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Penelitian ini mengkaji penerapan asas keadilan dalam pengaturan tolok ukur
keberhasilan masa percobaan kerja dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Masa
percobaan kerja merupakan salah satu fase paling rentan dalam hubungan kerja, karena
hanya diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
secara normatif yang sangat minimal, yaitu batas durasi maksimal tiga bulan dan
larangan pembayaran upah di bawah upah minimum, tanpa memberikan parameter
objektif apa pun untuk menilai keberhasilan seorang pekerja dalam menjalani masa
percobaannya. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah: pertama, bagaimana
penerapan asas keadilan dalam pengaturan tolok ukur keberhasilan masa percobaan
kerja berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kedua, bagaimana
perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terhadap potensi penyalahgunaan
kewenangan pengusaha dalam menentukan keberhasilan masa percobaan kerja.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat
preskriptif, dengan pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach), didukung bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Kerangka teori yang digunakan
adalah teori keadilan distributif dan korektif dari Aristoteles serta teori kepastian
hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 60 mengandung kekaburan norma,
karena tidak mengatur kriteria penilaian yang objektif, kewajiban mengomunikasikan
standar kinerja, mekanisme evaluasi berkala, maupun prosedur keberatan bagi pekerja,
sehingga membuka ruang bagi penilaian sepihak dan subjektif oleh pengusaha. Selain
itu, perlindungan hukum bagi pekerja baik secara preventif maupun represif masih
belum efektif, karena tidak ada kewajiban normatif bagi pengusaha untuk menetapkan
indikator Kinerja secara tertulis, sementara mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dinilai kurang responsif terhadap karakteristik khusus sengketa
pada masa percobaan kerja. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah
merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 atau menerbitkan peraturan
pelaksana baru yang mewajibkan pengusaha menetapkan indikator kinerja yang
terukur, tertulis, dan transparan sejak awal perjanjian Kkerja, disertai penguatan
mekanisme perlindungan preventif serta mekanisme keberatan administratif yang
dapat diakses oleh pekerja.
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